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ABSTRAK

Transaksi pengupahan sering terjadi dalam kerjasama
antara sesama manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa
atau tenaga yang biasa disebut buruh dan pihak lain sebagai
penyedia pekerjaan yang disebut majikan. Namun dalam
kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan dari ketentuan
dan norma-norma Hukum Islam. Seperti keterlambatan
pembayaran upah terhadap buruh yang dilakukan oleh majikan.
Akad Pengupahan pekerjaan pembangunan gedung sekolah di
SDN 02 Fajar Bulan dilakukan secara lisan antara pemborong
dan tukang bangunan. Upah dibayarkan secara bertahap sesuai
dengan capaian pekerjaan yaitu tahap pertama, kedua dan ketiga.
Pada tahap kedua dan tahap ketiga ada penundaan pembayaran
upah dari pemborong. Waktu penundaan pembayaran upah tidak
dapat ditentukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana praktik pembayaran upah pekerja bangunan di SDN
02 Fajar. Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung
Barat? Dan Bagaimana menurut hukum Islam tentang praktik
pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02' FajargBulan
tersebut?. Tujuan penelitiah, ini Wntuk mengetahui ddn meneliti
praktik pembayaran upah pekerja’ bangunan_di SDN 02 Fajar
Bulan, Keeamatan-Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat dan

untuk mengetahui pandangan Islam tentan raktlk pembayaran
upah pekerja MDN 02 Fajar Bulan
Jenis penelitian 1M termasuk’ penelltlan lapangan (field

research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan
dan penelitian ini Dbersifat deskriptif analitis. Adapun
pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus
(case study) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam
terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat
tertent tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-
faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya
Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan
sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian
analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini




adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif
dan induktif.

Dari hasil analisa penulis, praktik pembayaran upah
pekerja bangunan gedung Sekolah Dasar (SD) pada SDN 02
Fajar Bulan dilakukan secara bertahap sesuai akad antara
pemborong dengan kepala tukang secara lisan. Tahapan
pembayaran upah berdasarkan akad mengacu pada capaian
pekerjaan. Pembayaran upah tukang bangunan yang terjadi di
SDN 02 Fajar Bulan yang menggunakan sistem pembayaran
bertahap yang didasarkan atas akad kedua belah pihak dapat
dibenarkan menurut hukum Islam, namun dalam prektiknya
(realisasinya) tidak terpenuhi sesuai dengan tahapan yang telah
disepakati. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemborong
kepada para tukang bangunan belum memenuhi asas-asas dalam
pengupahan, asas tersebut adalah asas kemaslahatan dan asas
keadilan, karena masih ada pihak yang dirugikan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal untuk memudahkan dalam memahami isi
skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dalam
mengartikan dan memaknai mengenai kata-kata atau istilah-
istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini.

Fungsi dari penegasan judul ini adalah untuk
menghindari kesalahan dalam memaknai dan memahami arti kata
dalam judul skripsi ini. Selain itu, proses penegasan ini adalah
langkah menuju pokok masalah yang akan diteliti. Dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah
Pekerja Bangunan” (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung
Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong,
Kabupaten Lampung-Barat). Kemudian penulis akan menegaskan
arti dari istilah yang digunakan dalam judul tersebut:

1./ Tinjauan adalah hasil' meninjau; pandangan; pendapat
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).* x

2.\ Hukum ‘Islam adalah peratdifan yang dirumuskan berdasar

\ wahyu Allah /daf"Stnnah ‘Rasul tentalg tingkah laku

““Dmmukallafeyang diakui dan diyakini-beérlaku_mefgikat bagi
semua pemelukiislam.? o

3. Pemprroses, (Pﬂ membayar.®
4. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu
pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut
perjanjian yang telah disepakati.*

! Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470

2Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2000), 17.

*Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ( Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), 514.

*Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Bandar Lampung
:Seksi Penerbit Fakultas Syari’ah, 2014), 149.
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5. Pekerja adalah orang yang bekerja; orang yang menerima
upah atas hasil kerjanya.’

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka yang
penulis maksudkan dengan judul ini adalah bagaimana
pandangan Hukum Islam tentang praktik pembayaran upah
pekerja bangunan yang terjadi pada pembangunan gedung
sekolah SDN 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong,
Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa ruang lingkup dari figih muamalah salah
satunya adalah mengenai ujrah. Ujrah (upah) merupakan
memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang
telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.®

Ujrah sering terjadi dalam kerjasama antara sesama
manusia dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga
_yang 'biasa disebut buruh (pekerja) dan pihak' lain sebagai
"penye_dia pekerjaan yang disebut_majikan. Buruh (pekefja)
‘bangunan adalah orang’ yahg  beKerja mengandalkan kekuatan
fisjkdan mempunyai kéahlian dibidang membangun rumahj ruko,
maupun™baagunan—gedung sekolah. Pada umumfya buruh
bangunan bekerj an pembagian Jagdi setiap orangnya.
Pembagian kerja an -den rapa pekerja sesuai
dengan keahlian yang dimiliki setiap buruh bangunan seperti
tukang cat, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang listrik,
dan lain-lain.” Para pekerja (penyedia jasa) dihargai dengan
adanya upah (bayaran) dari pihak penyedia pekerjaan.

Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi
penyimpangan dari ketentuan dan norma-norma hukum Islam.
Seperti keterlambatan pembayaran upah terhadap buruh yang

°®Kamus Bahasa | ndonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ( Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), 152.

®Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Bandar Lampung :
Seksi Penerbit Fakultas Syari’ah, 2014), 149.

"Melda Sari, “Cara Bertahan HidupKeluarga Buruh Bangunan,” JOM
FISIP, Vol. 5 (2018): 3.
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dilakukan oleh majikan. Padahal masalah upah dalam kerja sama
ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai
balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam
melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban
majikan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.
Meskipun sistem pengupahan telah dituangkan dan disepakati
dalam akad (perjanjian), namun tetap saja tidak sesuainya akad
dengan praktiknya serta keterlambatan pembayaran terhadap
pekerja bangunan masih sering terjadi dalam kerjasama ini.
Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh sebagian
masyarakat Kelurahan Pajar Bulan adalah sebagai tukang atau
buruh bangunan. Ada beberapa cara pengupahan tukang di
Kelurahan Pajar Bulan salah satunya dengan sistem termin.
Sistem termin adalah jenis pengupahan secara bertahap (tidak
sekaligus), yaitu sesuai dengan perkembangan bangunan.
Upah-mengupah yang dilakukan oleh pemborong secara
bertahap | sesuai dengan perkembangan bangunan yang
dikerjakan. Ada tiga tahap pembayaran upahyang dilakukan,
tahap pertama pada saat pengerjaan bangunan sudah meneapai
25% dengan besaran/lipahp25%(dari total upah), tahap kedua
pada saat.pengerjaanibangunan stdah” mencapai 50%' dengan
‘besaran upah*25% (dari total upah), dan.tahap terakhirpada saat
pengerjaan bangunanstelah mencapai=100% atau telah selesai

dengan bqw% (dari h). Namun pada
praktiknya, pengupahian dilakukan tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Ada penundaan pembayaran upah pada tahap kedua
dan ketiga yang dilakukan oleh pemborong. Penundaan tersebut
tidak dapat dipastikan waktunya oleh pemborong.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk meneliti lebih dalam masalah pembayaran upah yang
disepakati antara pemborong dengan pekerja bangunan
berlandaskan pada pandangan Hukum Islam (studi kasus di SDN
02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung
Barat).
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C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada sistem pengupahannya yaitu
sistem termin. Sistem termin adalah jenis pengupahan yang
dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus) sesuai dengan capaian
pekerjaan. Ada tiga tahap dalam pengupahan ini, yaitu tahap
pertama pada saat proses pembangunan mencapai 25% dengan
nilai upah 25% dari total upah pekerja, tahap kedua pada saat
pembangunan mencapai 50% dengan nilai upah 25%, dan tahap
akhir setelah bangunan mencapai 100% dengan nilai upah 50%
dari total upah pekerja. Berdasarkan fokus penelitian tersebut,
maka penulis akan mengambil sub fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem termin bagi
para tukang (pekerja) bangunan.

2. Pandangan hukum Islam atas pembayaran upah pekerja
dengan sistem termin.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa

"'masalah yang akan dibahas dan diteliti. Masalah-masalah tersebut
\antara lain: 1K ny

1% Bagaimana praktik pembayaran upah pekerja bangunaf pada
"p'erhbangunan gedung Sekolah Dasar-Negeri-02«Fajar Bulan,
Kecamatan enong, Kabupate ung Barat?

2. Bagaimana huku tentang praktik
pembayaran upah pekerja bangunan pada pembangunan
gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan tersebut?

Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah diatas, tujuan utama dari penelitian
ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meneliti praktik pembayaran upah
pekerja bangunan pada pembangunan gedung Sekolah Dasar
Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten
Lampung Barat.
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik
pembayaran upah pekerja bangunan pada pembangunan
gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan tersebut.

F. Signifikansi Penelitian
Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil
penelitian ini adalah:

1. Untuk menembah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman
mengenai sistem pengupahan yang sesuai dengan aturan dan
konsep hukum Islam. Sehingga dapat diterapkan dalam
kegiatan manusia di bidang muamalah khususnya dalam
transaksi upah-mengupah.

2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi
tugas akhir bagi penulis guna memperoleh gelar S.H
(Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung.

G. Studi Pustaka

1.. Skripsi Uswatun Nisa Fakultas Agama Islam, Universitas
. ‘Muhammadiyah /Surakarta#(2019) dengan judul,“Tinjauan
 Hukum Islam Mefhadap Upahs Buruh Bahgunan /Di Desa
““mMantingan,. Kecamatan Mantingan; Kabupatén  Ngawi.
Dalam skripsiini. penulis mendeskripsikan'tentang sistem
pemb ng dilaku an adat kebiasaan
setempat yaitu gmberian UE! yang ditangguhkan selama

satu minggu.®
Perbedaan antara penelitian Uswatun Nisa dengan
penelitian ini adalah, dalam penelitian Uswatun Nisa tidak
adanya penjelasan dari awal akad berapa jumlah upah yang
akan diberikan dan jumlah pembantu buruh (kenek) yang
akan dibawa oleh tukang bangunan. Sedangkan dalam
penelitian ini sudah ada kejelasan di awal akad tentang

8Uswatun Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan
Di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi” (Skripsi, Universitas
Muhammmadiyah Surakarta, 2019), 8.



berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada tukang
bangunan.

2. Skripsi Saiful Anwar Fakultas Syariah, universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung (2020) dengan judul, Tinjauan
Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah
Kering Kopi. Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan
tentang sistem pemberian upah yang ditangguhkan dengan
menunggu kopi kering.’

Perbedaan antara penelitian Saiful Anwar dengan
penelitian ini adalah, dalam penelitian Saiful Anwar
pembayaran akan diberikan kepada buruh setelah selesai
memanen satu bidang kebun kopi dan setelah kopi yang
dipanen tersebut kering. Sedangkan dalam penelitian ini
pembayaran akan diberikan secara bertahap sesuai dengan
capaian kerja.

3. Skripsi Sholikhul’Huda Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung (2021).dengan judul, Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh
Petik Sawit dengan_Upah Borongan. Dalam /skripsigini

\ “penulis. mendeskripsikan tentangh proses pembayaran upah
- :b.uruh petik sawit dengan sistem borongan. £
“=.Perbedaan antara penelitian Sholikhul=H@da dengan
penelitian _igi alah;, dalam< peneliti Sholikhul Huda
sistem upa ini d ugikan kedua belah
pihak, dikarenakan ketidakpastian pendapatan buah sawit,
lama waktu pengerjaan dan beban kerja. Sedangkan dalam
penelitian ini yang akan dirugikan adalah pekerja bangunan
karena adanya penangguhan pembayaran upah.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, setelah penulis
membaca, menelusuri, dan memahaminya. Penelitian diatas
memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis
teliti sebagai karya tulis skripsi yang berjudul Hukum Islam

®Saiful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh
Setelah Kering Kopi” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 6.

Sholikhul Huda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan” (Skripsi, UIN Raden
Intan Lampung, 2021), 6.
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Tentang Pembayaran Upah Pekerja Bangunan vyaitu
persamaan dari penelitian adalah sama-sama membahas
masalah mengenai upah-mengupah antara majikan dan
buruh, dan perbadaan penelitiannya yaitu berbeda objek dari
penelitiannya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung
dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini
dilakukan langsung tentang praktek pembayaran upah
pekerja bangunan di SDN 02 Fajar Bulan.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian
kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif
mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku
yang 'dapat-diamati dari-orang-orang yang diteliti. Adapun
pelaksanaan  penelitian: ini menggunakan spenelitian studi
kasus ‘(case study) yaitu penelitian yang mempelajari_secara

. ‘mendalam terhadapysuatu inividu, kelompok, institusi atau

 masyarakat “terfent’ tentang! latarbelakang, kea_ddén atau

~“kondisi, “faktor-faktor atau interaksi<interaksig$osial yang
terjadi di dalamnya.™* o

2. Sifat Penelitian ! .

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif
analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini
terjadi atau ada.'” Peneliti akan mendeskripsikan tentang
praktek pembayaran upah pekerja bangunan di SDN 02

“Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), 36.

12 Mardalis, Metode Pendekatan Suatu Proposal, ( Jakarta : Bumi Aksara,
cet-ke 13, 2014), 26.



Fajar Bulan serta bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap praktek pembayaran upah yang dilakukan oleh
pemborong dan pekerja bangunan.

3. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan
diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan
langsung dari objeknya."® Data primer dari penelitian
ini adalah data yang diperoleh dari mewawancarai
seorang pemborong dan seorang kepala tukang
bangunan serta dari tempat yang menjadi objek
penelitian yaitu pada pembangunan gedung Sekolah
Dasar Negeri 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam
bentuk yang sudah jadi, biasanya sudah dalam bentuk
publikasi.* Dalam penelitian ini data  sgkumder
didapatkan dari bberapafbuku yang bisa diperoleh/dari
% perpustakaan maupun dari tempat danspihak lain yang
~“Smempunyai-_hubungan dengan—masalah=*yang akan

4. Populasi dan Sampel
a. Situasi Sosial (Social Situation)

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan
istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social
situation” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen
yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas
(activity) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam
penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi,
karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu

¥ Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan
Kuantitatif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 101.
“1bid., 102.



9

yang ada pada situasi sosial tertentu dari hasil kajiannya
tidak akan berlaku ke populasi, tetapi ditransferkan ke
tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan
dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.’®
Situasi sosial dalam penelitian ini adalah praktik
pembayaran upah tukang secara bertahap sesuai dengan
capaian pekerjaan pada pembangunan gedung Sekolah
Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong,
Kabupaten Lampung Barat.
b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila Kkita
bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian
sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan
adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai
sesuatu yang.berlaku bagi-populasi.*®

Penulis menggunakan teknik yang sesui dengan
penelitian.yang akan dilakukan yaitu jteknik purposive
sampling . Teknik purposive sampling /adalah_teknik
penentuan /Sampel defigan menggunakan' beberapa
pertimbangan® tertentu! Sesuai dengan kriteria yang
diinginkan untuk dapat menenttkan jumlah™ sampel
yang akanmditeliti.'’ _Sampel yang diambil dalam

Waitu seWong dan seorang
kepala tukang bangunan.

5. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data dilakukan  untuk
mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis
dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Dalam
penelitian ini ada dua metode pengumpulan data yang akan

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet-ke 27,
(Bandung: Alfabeta, 2018), h.215-216

6 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Reneka Cipta, 2014), h. 174-175

v Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet-ke 27,
(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 218
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dilakukan. Metode-metode tersebut yaitu wawancara dan
dokumentasi. Penjelasan dari dua metode di atas adalah
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses  pengumpulan
data dimana dua orang atau lebih berhadapan secara
langsung melakukan tanya jawab. Wawancara akan
dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan penelitian kepada seorang
pemborong dan kepala tukang bangunan.

b. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti seperti, dokumen, buku, jurnal, catatan
kaki, dan sebagainya.

_ 6. Metode Pengolahan Data
' Data yang telah terkumpul kemudian akan dlperlksa
kembali agar data tersebut sesui dengan penelitian penulls
“_Rengolahan data “akan dilakukan ~dengan cara sebagal
berikut:
a. Editin
i adalam kembali data
yang telah dikumpulkan dengan memilih apakah data
tersebut sesuai dengan permasalahan yang di teliti
untuk diproses lebih lanjut.
b. Sistemating
Sistemating  yaitu  melakukan  pengecekan
terhadap data-data yang telah diperoleh secara
sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan
klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk
menempatkan data menurut kerangka sistematika
bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara
melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan
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kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan
urutan masalah.'®

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan
secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan
pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat
diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari
suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala
atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai
fenomena yang diselidiki.*

I. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam
penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:
Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman
L judul, halaman pé‘rsetujuan'! ‘halaman pengesahah, abstrak,
 motto, surat. perAyataan, halaman persembahan,/ riwayat
Whidup penulis, kata pengantar, daftar.isi‘dan daftaf'table.
Kedua;bagian isi terdirindari 5 bab, yaitu bab 1
Pendahwbab ini aw penjelasan tentang
penegasan judul,latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,
studi  pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran
dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab
selanjutnya.
Bab Il berisi tentang landasan teori, dalam bab ini
terdiri dari sub bab yaitu upah (ujrah) dalam Islam. Pada

BMardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet-ke 13,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21.

¥gysiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.
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sub bab tentang upah dalam Islam akan diuraikan penjelasan
tentang pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat
upah, macam-macam upah, kewajiban dan hak para pihak
dalam akad upah, sistem pembayaran dan waktu
pembayaran upah, prinsip dalam upah-mengupah, dan
berakhirnya akad upah.

Bab 111 berisi tentang deskripsi objek penelitian, pada
bab ini akan diuraikan penjelasan tentang gambaran umum
gedung SD di SDN 02 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat dan praktek Pembayaran Upah
Antara Pemborong Dengan Pekerja Bangunan Di SDN 02
Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung
Barat.

Bab 1V berisi tentang analisa data, pada bab ini akan
diuraikan penjelasan tentang analisa praktek pembayaran
upah pekerja bangunan.Di SDN 02 Fajar-Bulan Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan .diuraikan
penjelasan mengenai hukum Islam " tentang praktek
pembayaran upah pekerja b:angaunan di SDN 02 FajasBulan

, Kecamatan Way Tgnofig Kabupaten Lampung/Barat. Akhir
= :_dari pembahasan ‘bagian kedUa yaitu bab™V yangdberisi

tentang—pentitup, pada bab ini~ akan—=meénguraikan

kesimpula komendasi.
Semen gian akmlisan penelitian

ini yaitu berisi tentang daftar rujukan penelitian dan
lampiran.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Upah (Ujrah) dan Dasar Hukumnya
1. Pengertian Akad Upah (Ujrah)

Akad berasal dari bahasa arab al-‘agd yang artinya
perjanjian, perikatan dan pemufakatan.”® Perkataan al- ‘agd
mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya
ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang
kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta
menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji
dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu
dengan yang lain.?*

Menurut segi etimologi, akad berarti:

Galiginn 200 Ual ) G831 50 o) ol (o a7

Artinya: Ikatan antara dlia perkara, baik ikatan secara”
nyata maupun ikatan secara‘maknawig@ari satu
segismaupun dari duasegi.” '

Nerminoloriqih, akad dapat
ditinjau dari dua'segi, yaitu sé€ara umum dan secara khusus:

a. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir
sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut
pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah,
yaitu:

PNasrun Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
97.

2ISholikul Hadi, Figh Muamalah, (Kudus: Nora Interprise, 2011), 45.

22Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

13
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Artinya: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf,
talak, pembebasan, atau sesuatu yang
pembentukannya membutuhkan keinginan dua
orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

b. Secara khusus, pengertian akad yang dikemukakan
ulama figih,yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab
gabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak
pada bjeknya:*® Pengaitan ucapan salah seorang yang
akad dengan yang lainnya secara Syara’ pada segi yang
tampak dan berdampak pada objeknya.?*

Sedangkan /menufiit 40@ka ahli’ seperti Prof. Dr.

) Syamsul. Anwar,-akad ialah! pertemuan antaraijab dandgabul
) “sebagai pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk
melahirkan suatti’akibat hukumspada-objeknya.”® Menurut

Mustafa Nlam pwa’ suatu akad
merupakan ikatan seCara hukum yang dilaksanakan oleh dua

atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk
mengikatkan diri, kehendak atau keinginan pihak-pihak yang
mengikatkan diri itu sifatnya tersendiri dalam hati. Karena
itu, untuk  menyatakan  keinginan  masing-masing
diungkapkan dalam suatu pernyataan, itulah yang disebut
ijab dan kabul. Pelaku (pihak ) pertama disebut mu jib dan

Z\bid,.44.

*bid.

Bgyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), 68.
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pelaku (pihak) kedua disebut gaabil.”® Dan menurut Hasbi
Ash-Shiddieqy, akad adalah perikatan antara ijab dengan
gabul secara dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan
dari kedua belah pihak.”

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi
bahasa al-ajru yang berarti ‘iwad (ganti) kata al-ujrah atau
al-ajru yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan
kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti
suatu perbuatan.?®

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan
atas pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi),
upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan
jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-Syarat
tertentu.”

Upah dalam Islam masuk juga dalam ijarah
sebagaimana perjanjian kerja,-menurut bahasa ijarah berarti
“upah” atau “ganti” atau imbalan; karena itu (lafaz ijarah
mempunyai pengertian umum.<yang meliputi upah atas
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan”sesuatu kegiatan

\‘atau upah karefd pmelakuKan sesuatu akiifitas.~Dengan
 demikian, ijarah berartii merupakan transaksi terhadap jasa
Wtertentu,"dengan disertai kompensasi.teftentu puld™

‘Dalam »sbukunya _Musthafa Dib  Al-Bugha,

menjelNa ijarah p atas sewa yang
diberikan kepada®seseorang yang telah mengerjakan sebagai
balasan atas pekerjaanya. Untuk definisi ini digunakan
istilah aajr, ujrah, dan ijarah. Kata ajara-hu digunakan

apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang
lain. Istilah ini hanya digunakan dalam hal-hal yang

%M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,2003), 102-103.

Z"Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 21.

2Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

2A. khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Bandar
Lampung :Seksi Penerbit Fakultas Syari’ah, 2015), 187.
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negative. Kata ajr (pahala) biasanya digunakan untuk
balasan di dunia.*

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah
harga yang dididapatkan pekerja atas jasanya dalam
produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga
kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah
adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam
produksi.

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad
untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di
mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halah dan
diperbolehkan oleh syara.*

Maksud dari kalimat di atas menjelaskan bahwa
manfaat yang dapat ditukarkan baik jasa maupun barang
harus merupakan barang yang halal dan diperbolehkan
dalam hukum Islam.

Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang
dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi
kekayaan seperti faktor produksi, lainnya, tenaga kerjasdibéri

| “imbalan atas jasanya yang digeblit upah. Dengan Kata fain,
9 :upah adalah memberikan imbalan” sebagai<bayaran Kepada
"s'eséorang yang-telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu

pekerjaan dan bayaran i iberikan menurut
perjanjiar%sepakat'

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam
mendefinisikan pengertian ujrah menurut istilah, antara lain
sebagai berikut:®
a. Menurut Hanafiyah, ujrah adalah akad untuk

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

®Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syari’ah, (Jakarta:
Hikmah,2010), 15
*Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Mukhtaj lla Ma rifah Al-
Alfaz (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), 1X/363.
321hi
lbid., 141.
#Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 114-115.
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b. Menurut Malikiyah, ujrah adalah nama bagi akad-akad
untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk
sebagian yang dapat dipindahkan.

¢. Menurut Hasby Ash Shiddigie, ujrah adalah akad yang
objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu,
yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, sama
dengan menjual manfaat.

d. Menurut Muhammad Al-Syaibani, ujrah adalah
kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan
Syarat-syarat.

e. Menurut Sayyid Sabig, ujrah adalah suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.

f.  Menurut Idris Ahmad, ujrah adalah mengambil manfaat
tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut
syarat-syarat tertentu.

Dalam skamus besar.-bahasa Indonesia pengertian
upah 'adalah-uang dan. sebagainya yang dibayarkan sebagai
pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah
dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.*

Sedangkafi upah dalam Undang-UndangéRIE Nemor

13 Tahun 2003 téntang ketehagakerjaan,upah adalah hak

Wburuh yang diterima dan dinyatakan” dalam.béntuk uang
sebagai imbalansdari pengusaha‘atau pemberi kerja kepada
pekerjawyang ditwibayarkan menurut
suatu perjanjian” kerja, Kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau
buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa
yang telah dilakukan.®®

Pada masa sekarang, proporsionalitas tersebut
terbahasakan dengan sistem UMR (upah minimum regional).
Islam juga mengajarkan agar pihak yang mempekerjakan
orang lain mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai

34Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1108.

®Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, 4.
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sistem pengupahan, antara majikan dengan pekerja. Jika adil
dimaknai sebagai kejelasan serta proposionalitas, maka
kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah
cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang,
pangan, dan papan.

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang
upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya
ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil
cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara
tingkat upah yang setara (ujrah al-misli) sebagai harga
prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah
definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan
harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat
dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan
aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat
disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi
normal ditentukan oleh tawaran-menawar kedua belah pihak.

Dasar Hukum Upah (Ujrah)

. a. Al-Qur-an

1) Dasar hukum upah yang pertama terdapat dalam Al-
qur’an QS. Al-Bagarah (2) ayat 233:-
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Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan
kedapa orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan
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cara yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari penjelasan ayat di atas, membayar
upah kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jika
kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan
kepada wanita yang bersedia untuk menyusui, maka
hal ini dalam syari’at boleh dilakukan. Tetapi kalian
harus memberikan upah yang pantas dan sesuai
kepada mereke, apabila upah diberikan tidak sesuai
maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian
pekerjaan . hendaknya tidak curang dalam
pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak
ada salah.satu pihak yang dirugikan.®’

2) Dasar hukum upah yang kedua terdapat dalam Al-
Qur’an. Q.S. Ath-Thalaag ayat 6:

ey ' B ,..f';._ _. 4. s {.-';

r . i . - B . ACSU

gkﬁw”‘s--;“vf"ufuﬁ'

s T F . g . 8 X Eo - -
7~
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% Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 37.

S"Ahmad Musthofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Cetakan Pertama
(Semarang: CP.Toha Putra, 1984), 350
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di

mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan

janganlah  kamu  menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. Dan jika mereka (istri-

istriyang sudah ditalak) itu sedang

hamil, maka berikanlah kepada

mereka nafkahnya sampai mereka

melahirkan kandungannya,

kemudian jika rmereka menyusukan

(anak-anak)mu - maka s~ berikanlah

imbalannya kepada mereka; dang

_ /Y musyawafahkan  diantara 4kamu
=N {"¥(sedala Sesuatu) dengan baik;Jdan
s jika kamu menemui kesulitan,'-'-méka
perempuanslain boleh ményusukan

Nanak ituw

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayat ini
menjadi dasar hukum adannya sistem sewa-
menyewa dalam hukum Islam, seperti yang
diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh
menyewa orang lain (wanita) untuk menyusui
anaknya, dan tentu saja ayat ini berlaku untuk umum
terhadap segala bentuk sewa-menyewa.*

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010),559.
®Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah, (Jakarta; Kencana, 2015), 246.
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3) Dasar hukum upah yang ketiga terdapat dalam Al-
Qur’an QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32:

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi

. \ » fahmat Tuhanmu? /Kami télah
1Y - £ B Imehentukan’  antara * me_r_e’ka
A N ~ " “penghidupan _smereka 4 dalam
s kehidupan-di duniasdaf kami telah
mening ebagian yang lain

~ beb% agar sebagian

mereka dapat mempergunakan

sebagian yang lainnya. Dan rahmat

Tuhanmu lebih baik daripada apa
yang mereka kumpulkan.*

Dalam ayat di atas jelas disebutkan bahwa
ada sebagian dari mereka yang diberikan kelebihan
untuk membagi dari sebagian apa yang mereka
punya, seperti contohnya pemilik perusahaan yang
memiliki kelebihan materi dan pemilik usaha

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 491.
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tersebut mencari karyawan agar dapat membagi
sebagian dari harta mereka tersebut.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW
1) Hadist Riwayat Ibnu Majah
e Gy WSS Zna 30 il (5 (el

A e ) 0505 06 2 06 e G e e
52 sy 8 0 850 1 i 91 ki 1 g e

(Qudg\c})):\g

Artinya: /Al-‘Abbas ibn.al-Walid. al-Damasyqiy

telah. memberitakan kepada kami,

(katanya ) Wahb ibn .Sa’id ibn

‘Athiyyah al-Salamty telal
mberitakan kepada kami; (k

ﬂd‘a an“ibn Zaid ibn S

telah memberitakan® kepa

(berita itu berasal) dari ayahnya, dari

“Abdillah 1 dia berkata:

asulallah W'SAW. Telah berkata

“Berikan olehmu upah orang yang
bekerja sebelum keringatnya kering.**

“Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, Sunan lbnu Majah,
Hadist No 2537 (Digital Liblary, al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani, 2005),
398.
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2) Hadist leayat Abdurrazaq
u\m&\@aJdJJﬂ\w‘f\uc iy

\’);Eliln\g:aﬁﬁéh;g;ls’:i‘m ,Jm’ G.\.J\
(3100 de o) A6 AT AL 2 1

Artinya: Dari Abusa’id Al Khudri ra. Bahwa
Nabi Muhammad SAW bersabda,
“Barang siapa  mempekerjakan
pekerja maka tentukanlah upahnya.
(HR. Abdurrazag).*

3) Hadist Riwayat Abu Hurairah

3‘;) w\eyaMb\M "“\d\&elm}
‘ AT S v E T ;3&;‘:@ ,_Lr_’\
- \J"-‘?‘J ,MA‘SSJMLS \J.\;\ ):Li.\.m‘ LJ;JJ

Y - (bJ.i_)A }ﬂ "‘JJ)

Artinya: Daric® Ab uralrah ra, Nabi
“ Muiﬂw berkata: Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ada

tiga kelompok yang Aku menjadi

musuh mereke pada hari kiamat

nanti.  Pertama, orang yang
bersumpah atas nama-Ku lalu ia
menghianatinya. Orang yang

menjual orang merdeka (bukan

budak belian), lalu ia memakan
(mengambil) keuntungannya.

Ketiga, orang yang mempekerjakan

“2Al- Hafidh Ibnu Hajar Al Asgalani, Terjemahan Bulughul Maram Min
Adilatil Ahkam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 360.
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seseorang, lalu  pekerja itu

memenuhi kewajibannya, sedangkan

orang itu tidak membayarkan

upahnya. (HR.Abu Hurairah).*®
Berdasarkan Ijma

Adapun  menurut jumhur ulama tentang
kebolehan transaksi ujrah. Para ulama sepakat tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma)
ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan
transaksi ujrah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan
umat manusia dan tidak ada larangan untuk melakukan
transaksi ujrah.**

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma
bahwa ijarah _dibolehkan sebab bermanfaat bagi
manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan
manfaat, maka pekerjaan<itu menjadi baik dan halal.
Para ulama tak seorang pun yang membantah
kesepakatan ijma ini. sebagaimana diungkapkan Sayyid
Sabiq “disyariatkan sewa _inenyewa umat Islam telah
sepakat, dan tidak’dianggapy (serius)” pendapét orang
yangtberbeda dengan kesepakatan ijma‘para ulafha ini,

yarena al-ijarah merupakan akad-pemindah@n hak guna

atas b tau jasa, melalui aran upah sewa
tanpmgan p an kepemilikan atas
barang itu sendiri.*

Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid
juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa
itu dibolehkan oleh seluruh fukaha negeri besar dan
fukaha masa pertama”, al-ljarah merupakan akad

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

“Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhori,

(Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005) VI111/214, Hadis

Nomor 2227.
“Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 277.
*Sayyid Sabig, Fikih Sunah, (Bandung: PT. alma’Arif, 1987), 18.
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pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.*

d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah adalah salah satu hak normatif, upah yang
diterima buruh merupakan bentuk prestasi yang telah
diberikan oleh buruh itu sendiri kepada majikannya
yakni suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dalam bab | Pasal I angka 30 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
menegaskan: upah adalah hak pekerja atau buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada
pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan sperundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan-dan Jasa yang telah dilaksanakan atau akan
dilaksanakan.*’ ;

Tu1uan . p'emer'intah mengatur ~ pengupahan
pekerja/buruli®adalah“Untuk“melindungi pekérja dari
tindakan  sewenang-wenang.~ pengusafla’  dalam

pemberiafitupah. Setiap#pékerja\buruh berhak untuk
wnghasilpenuhi penghidupan
yang layak Dagi kemanuSiaan. Pekerja menerima upah

dari pemberi kerja (majikan) secara adil dan tidak
merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-
undang. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah
penting yakni dalam menetapkan kebijakan pengupahan
yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat
memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  maupun
keluarganya.

“®Ibnu Rusyid, Bidayah al Mujtahid juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha
Keluarga, 1990), 165.

#"Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah, ijarah adalah akad
penyediaan dana dalam memindahkan hak guna dan
manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi
sewa, tanpa diikuti pemindahan pemilikan barang itu
sendiri.*®

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau
dalil-dalil syara’ dan juga dari perundang-undangan
yang berkenaan dengan masalah  pengupahan
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tidak
ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan
transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan
kata lain sewa menyewa atau upah mengupah
diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-
undangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak
merugikan pekerja atau_buruh ataupun diantara para
pihak.

B Rukun dan Syarat Akad,Upah (Ujrah)

1 Rukun Akad Upah_© ' A
: Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu
's'ehingga sesuatu_itu terwujud karena adamya=tmsur-unsur
tersebut . bentuknya: Mi umah, terbentuk
karena ad;%-unsur *n{béntuknya, yaitu
fondasi, tiang, lantai, atap dan seterusnya. Dalam konsep
islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut
rukun.*

Ahli hukum mahzab Hanafi, menyatakan bahwa
rukun akad hanyalah ijab dan gabul saja, mereka mengakui
bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak

yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka
mengatakan: adapun sewa menyewa adalah ijab dan gabul,

“*Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam Cetakan Kedua, (Depok: PT Raja
Grafindo Persada, 2017), 196.

“9Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad
Dalam Figih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.
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sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa
yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang
termasuk dalam hakekat sewa-menyewa adalah sifat yang
dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-
menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan
objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya
hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun upah ada dua
yaitu ijab dan gabul. Hal ini disebabkan para ulama
Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun.
Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah
sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang
dalam hal ini adalah akad upah itu sendiri.*

Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal
lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan
rukun ~sebab keberadaannya.sudah pasti. Ulama selain
Hanafiyah berpendapat bahwa rukun-akad yaitu:**

& Agid (‘pihak-pihakyang berakad)

Aqgid yaitu pihak yang melakukan akad y@akni
pihak penggﬁna [Gasa' T(musta’jir) dan pihak yang
memberikan jasa (mu’ajit)h Mau’qud-laih (objek) akad
ujrah-.yakni manfaat jasa dan~Upah.*.Disyaratkan
mz}sta’jir dan. mu ajir .adalah- baligh, berakal, cakap

saruf (nw harta), dan saling
meridhai.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak
itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad,
maka  golongan  Syafi’iyah  dan  Hanabilah
menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu

%Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),
117.

*'Rachmat Syafe’I, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

%2Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2012), 101.
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harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya
sekedar mumayyiz saja.>®

Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu
orang, tekadang terdiri dari beberapa orang, misalnya
penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-
masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang
terdiri dari beberapa orang yang memiliki haq (aqid
ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang
memiliki hag.>* Ada dua syarat atau kriteria yang harus
dipenuhi oleh aqid, yaitu:

1) Ahliyah  (kompetensi), keduanya  memiliki
kecakapan untuk melakukan transaksi. Biasanya
seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baligh
dan berakal, yang berarti tidak gila, mampu
membedakan.yang baik dan yang buruk.

2) | Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang
yang mendapatkan legalitas  syar’t  untuk
melakukan, transaksi _atas suatu objek testentu.
Artinya Ordn'g tefsebut memang mérupakah
pemilik ‘asli, wali “atau wakil atas suatudobjek
transaksi  sehingga ia —-memiliki=**hak dan

k an'untuk mentra ikannya.”
Maq%atu yan an)

Mauqud alaih ialah setiap benda yang menjadi
objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad
jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad
gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad
kafalah.

3samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad

Dalam Figih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

47,

**Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

%50ni Sahroni, M. hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori dan

Implementasinya dalam Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 34.
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C. Maudhu Al’aqd

Maudhu al’aqd ialah tujuan atau maksud pokok
mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah
tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan
pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual
kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah
ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang
diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ( ‘iwadh).
Tujuan pokok ijarah ialah memberikan manfaat dari
seseorang kepada yang lain dengan adanya pengganti.

d. Shighat

Shighat yaitu ijab dan gabul. ljab adalah
ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu
dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan
gabul, adalah ~pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya. Pengertiansijab gabul dalam pengalaman
dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain
sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu
terkadang tidak berhadapan atau ungkapan.syang
menunjukkah’ kesgpakatan dua pihak yang ‘melakuikan
akad, misalnya“ yang“berlangganan<majalah,/ pembeli
mengicim uang melalui  pos<“wesel_q@@n pembeli
menerima majalah tersebutdickantor pos.*

Nma meﬁpat cara dalam
melakukan akad, cara terSebut adalah sebagai berikut:>’

1) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua aqid
berjauhan tempatnnya, maka ijab dan gabul
dengan cara kitabah.

2) lsyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab
dan gabul tidak dapat dilakukan dengan ucapan
dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak
dapat mengadakan ijab gabul dengan bahasa,
orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu

%Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

Ibid., 48-49.



30

3)

4)

mengadakan ijab gabul dengan tulisan. Maka
orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak
dapat melakukan ijab gabul dengan tulisan dan
dengan ucapan. Dengan demikian, akad dilakukan
dengan cara isyarat.
Ta’athi (saling memberi), seperti seseorang yang
melakukan pemberian kepada seseorang dan orang
tersebut memberikan imbalan kepada yang
memberi tanpa ditentukan besaran imbalan.
Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai
berikut “seseorang pengail ikan sering memberikan
ikan hasil pancingannya kepada seorang petani,
petani tersebut memberikan beberapa liter beras
kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa
disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh
pemberi * ikan”. Proses seperti ini dinamakan
ta’athi, tetapi menurut sebagian ulama.jual beli
seperti itu tidak dibenarkan. )
Lisan al’hal, menurut sebagian ulama apabila
seseorang/mehinggalkan, barang-barang dihadapan
orang lain, kemudian dia pergi.dari orang yang
ditinggali barang-barang itu-berdiame=difi saja, hal
itusdipandang.telah ada a itipan) antara orang
ﬁkan bar n jalan Lisan al’hal.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat
adalah:®
a) Shighat harus jelas pengertiannya. Kata-kata
dalam ijab gabul harus jelas dan tidak memiliki
banyak pengertian, misalnya seseorang berkata
“aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut
masih  kurang  jelas  sehingga  masih
menimbulkan  pertanyaan; apakah benda
tersebut  diserahkan  sebagai  pemberian,
penjualan, atau titipan. Kalimat yang
lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini

%83phari Sahrani, Figih Muamalah, (Bogor: Ghaila Indah, 2011), 43.
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kepadamu sebagai hadiah atau sebagai
pemberian”.

b) Harus sesuai antara ijab dan gabul. Tidak boleh
antara yang ber-ijab dan yang menerima
berbeda pengucapan, misalnya seseorang
berkata “aku serahkan benda ini kepadamu
sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan
gabul berkata “aku terima benda ini sebagai
pemberian”. Adanya kesimpang siuran dalam
ijjab dan gabul akan  menimbulkan
persengketaan yang dilarang oleh Islam karena
bertentangan dengan ishlah di antara manusia.

c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari
pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa
dan tidak karena ditakut-takuti oleh orang lain
kaeran dalam akad-harus saling ridha.

Pernyataan kehendak yang lazimnya
disebut shighat akad (shighatui " ‘aqd), terdiri
atas ijab dan gabul. Dalam ‘hukum perjanjian
sl ijabydlang@abul dapat terbagi menjadi: a)
ucapah, b)! utlisam dan tulisan, c) isyarat, d)
secara diam-diam, dan_e)dengan.diam semata.
Syarat-syaratnya-sama.dengan ijab dan gabul

ﬂ'ual beli, w b dan gabul dalan
ujral’ harus menyebutkan masa atau waktu
yang ditentukan.*®
e. Upah
Upah yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam
akad ujrah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu
yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun
syarat-syarat dalam pembayaran upah adalah sebagai
berikut:
1) Tidak berkurang nilainya.

¥Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad
Dalam Figih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.
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2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan
dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan
pasti terlebih dahulu.

3) Adanya manfaat yang jelas.

4) Ma’qud alaih (barang yang menjadi objek) ialah
sesuatu yang dikerjakan dalam akad ujrah. Adapun
salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini
adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jas yang
halal.®

Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta jir harus
ditentukan bentuk  kerjanya, waktu, upah, serta
tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus
dijelaskan, sehingga - tidak terjadi perselisihan di
kemudian hari. Karena jika transaksi upah yang masih
tidak ada kejelasan manfaatnya, maka akad itu tidak
sah, hukumnya adalah fasid.**

Keabsaha dalam akad upah mengupah sangat
berkaitan dengan keempat_gukun di atas. Hukurngisiam
menghendaki fagah |dalam \pelaksanaan akad Aipah
mengupah itu senantiasa harus.«‘memperhatikan

- yetentuan-ketentuan yang bisa -menjamin=pelaksanaan

agar ti rugikan salah s ihak yang berakad,
serta terpe a tuju n yang berlandaskan
kepada hukum Islam.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000
menetapkan mengenai rukun dalam akad pengupahan
yang terdiri dari:

1) Shigat ujrah
Shigat ijarah vyaitu ijab kabul berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad
(berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.

9Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.
1M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003), 232.
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2) Pihak yang Berakad
Pihak-pihak yang melakukan akad terdiri atas
pemberi pekerjaan atau pemberi sewa dan
penerima pekerjaan atau penerima sewa.
3) Objek Akad
Objek akad upah mengupah yaitu manfaat
dari jasa yang diberikan dan upahnya atau manfaat
barang dan sewa.

Kaitannya dengan  ketentuan-ketentuan
dalam pelaksanaan akad upah mengupah ini dapat
berlaku, para pihak yang menyelenggarakan akad
haruslah berbuat atas kerelaan sendiri, tidak
diperbolehkan melakukan akad ini oleh salah satu
pihak atau kedua belah pihak atas keterpaksaan.
Selain hal tersebutdalam melaksanakan akad tidak
boleh~ada unsur penipuan, "baik dari pemberi
pekerjaan ataupun penerima pekerjaan, sesuatu
yang. diakadkan harus sesuai jdengan realitas,
bukan sesuatu yang tidak berwujud, dan manfaat
dari sesbiatu pyangfimenjadi' objek /transaksi upah
mengupah adalah sestiatu’yang dibolehkan agama,
sekaligus pemberian upah<“atau imbalan dapat

~ berupassesuatu yangberhilai dan tidak bertentangan

Nbiasaan werta hukum Islam.

2. Syarat Akad Upah
Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang
melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad
yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan. Syarat-
syarat terjadinya akad yaitu:®
a. Syarat yang bersifat umum
Yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya
dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus
dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

®2)smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum
Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 21.
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1) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap
bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap
bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di
bawah pengampuan karena boros atau lainnya.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima
hukumnya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh
orang yang mempunyai hak melakukannya
walaupun dia bukan aqgid yang memiliki barang.

4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara’.

5) Akad dapat memberikan manfaat.

6) ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum
terjadi gabul. Maka bila orang yang melakukan
ijab menarik kembali ijabnya sebelum gabul maka
batallah ijabnya.

7) jab dan gabul mesti bersambung sehingga bila
seseorang yang berijab sudah berpisah.‘sebelum

. adanya gabul. Maka ijab tersebut menjadi batal.
b, Syarat yang bersifat khusus. o
- Adalah Syafat jyan@ wujudnya wajib ada dalam
%, sebagian akad. Syarat Khusus ‘ini biasa juga_disebut
syacat idhafi (tambahan) yang -harus_ada=@i samping
Syarat seperti adanya saksi m pernikahan.
ebag h tran% ujrah dapat
dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya
sebagai yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.
Adapun syarat-syarat yang berlaku pada ujrah yaitu:*
a. Syarat Terjadinya Akad
Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid
yakni orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat
akad. Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama

Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan

berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau

tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila

8Ghufran A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), 186.
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melakukan akad ujrah, menurut mereka akadnya tidak
sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para
pihak yang melakukan akad ujrah mestilah orang yang
sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna,
sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa
kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan
kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya
dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.
Adanya keridhaan kedua belah pihak yang berakad

Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar
kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad
dan bukan-karena unsur-keterpaksaan. Apabila salah
seorang-diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka
akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan” pada firman
Allah SWT dalam Al-Qur’an QS. An-Nissa (4) ayat®29:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka diantara kamu. Dan janganlah
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kamu membunuh dirimu, sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.®

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan
kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat
dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil,
dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara
kedua belah pihak. Menegaskan bahwa setiap mukmin
berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah
diakadkan dan dijanjikan baik berupa perkataan
maupun perbuatan.

Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan
seseorang dengan cara memaksa, tidak boleh
menganiaya pekerja, untuk menghalang-halangi haknya
atau’ mengulur-ulur pembayarannya; atau mengambil
suatu kemanfaatan darinya tanpa iwadh atau.upah, itu
sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan
oleh fukaha Islam yang disimpulkan dari sebuahghadis
yang menganggaphorang yang memakan' tenaga/ dan
jerihupayah seseorang pekerja sama saja seperti_séorang

- menjual orang yang berstatus merdeka-dan~memakan

harta hasi jualan itu.
a menmmeh dilakukan

salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar
keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad ataupun
pihak yang lain.

Besaran Upah

Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara
kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan
dengan musyawarah yang terbuka, sehingga dapat
terwujudnya di dalam diri para pihak yang melakukan

 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung:

Diponegoro, 2010), 83.
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akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang apa
adanya.
d. Objek ujrah diserahkan secara langsung atau tidak cacat
Objek itu boleh diserahkan dan dipergunakan
secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para
ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh
menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan
dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
e. Objek ujrah berupa sesuatu yang dihalalkan oleh syara’
Islam tidak membenarkan terjadinya sewa
menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan
yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk
maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang
(pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh
menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk
dijadikan tempat ibadah mereka, objek sewa menyewa
dalam contoh di_atas termask maksiat., Sedangkan
kaidah fikih menyatakan bahwa sewasmenyewa dalam
masalah maksiat tidak dibenarkan.
f.. Objek ujrahiBesupa harga tetap yang dapat diketahui
Jika manfaat ity ‘tidak jelas.dan menyebabkan
perselisihan, maka akadnya-"tidak s8h" karena
ketidakjelasannya menghalangl penyerahan dan
ehingga maksud akad
tersebut. elasan” ob akad (manfaat) terwujud
dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan
penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
g. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad
untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan
memberikan upah di bawah standar.®
h. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu
pengerjaannya, dan harus jelas pekerjaannya. Artinya,
dalam akad ujrah, diperlukan adanya uraian pekerjaan
dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam

Sy usuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,
(Jakarta: Robbani Press, 2001), 308.
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ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
Upah harus berupa mal mutagawwim (harta yang
bernilai) dan dinyatakan secara jelas (baik dari segi
jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan
dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan
kriteria.®®

1)

2)

3)

4)

Penjelasan waktu. Ulama Hanafiyah tidak
mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad,
sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkannya,
sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat
menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib
dipenuhi.
Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang
jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan
ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga
tidak terjadi kesalahanatau pertentangan.
Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu
kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan
kesepakatapn dalam akad.®’ e
Pembayaran lipah harus, bernilai danjelas jumlah
pembayarannya, hendaklah dirundingkan térlebih
dahulu-antara kedua belah pihak_atau=@engan cara
alikan adat-kebi ng sudah berlaku
%\enimbu%n antara kedua
belah pihak.
Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur’an maupun

Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta jir
harus memberi upah kepada mu ajir sepenuhnya atas jasa
yang diberikan, sedangkan mu’ajir harus melakukan
pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam
memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan

®Ghufran A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2002), 158.

34-35.

5Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
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moral baik dari pihak musta’jir maupun mu’ajir dan ini
harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

C. Macam-Macam Akad Upah (Ujrah)
Macam-macam ujrah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian
yaitu:®
1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma)

Upah yang disebutkan adalah upah yang sudah
disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai
kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian,
pihak majikan tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih
besar dari pada yang telah disebutkan , sebagaimana pihak
pekerja juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih
kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah
tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan
syara’.

2. , Upah yang sepadan (ajrun mistli)
Upah sepadan adalah upah yang rsepadan dengan
kerjanya serta sepadan dengan jenis' peKerjaannya, seSuai
\"dengan jumlah filai yanga@lisebutkan dan .disepakati oleh
_ kedua, belahpihakfyaitu pemberi-kerja dan penerifa kerja
Mpada transaksi pembelian jasa, maka dengaf itu untuk
menentukan«farif, upah atas®kedua belah pihak yang

melakaWksi pew, tetapi  belum
menentukan upal’ yang wajar sesuai dengan pekerjaannya

atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan
sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan
ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga
kepentingan kedua belah pihak baik pemberi pekerjaan
ataupun pekerja dan menghindarkan adanya unsur
eksploitasi, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi
upah-mengupah atas suatu pekerjaan dapat terselesaikan
secara adil.

8Nasroen Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
237.
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Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi

dua:

a.

ljarah atas suatu pekerjaan (al-ijarah ala al-a ‘mal)

ljarah atas suatu pekerjaan ialah dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan. ljarah seperti ini menurut ulama figih
hukumnya boleh dilakukan apabila jenis pekerjaan itu
jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik, dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang
mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lainlain,
kemudian musta jir adalah pihak yang membutuhkan
keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan memberikan
imbalan tertentu. Mu ajjir mendapatkan upah atas
tenaga yang ia keluarkan untuk musta’jir dan
mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’ajjir.
ljarah atas manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah)

ljarah atas “manfaat mislnya sewa-menyewa
rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan, Dalam hal ini
mu ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir
butuh benda / tefsebutftetjadi kesepakatan antara
keduanya, dimana mu ajjir mendapatkan _imbalan

estenti  dari mustajir, dan mista jir-=mendapatkan

manfa 1 benda tersebut. ila manfaat itu ysng
dibolehka hukum% dipergunakan,
maka para ulama figih sepakat menyatakan boleh
dijadikan akad sewa-menyewa.*

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam
beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan
dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya
pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah mengajarkan Al-Qur’an
Pada saat ini para fugaha menyatakan bahwa
boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur’an
dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru

®M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), 236.
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membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan
kehidupan orang-orang yang berada dalam
tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita
untuk kepentingan pengajaran Al-Qur’an dan ilmu-
ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan
memberikan kepada mereka suatu imbalan dari
pengajaran ini. ™

Upah sewa-menyewa tanah

Dibolenkan menyewakan tanah dan di
syaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang
disewa, jenis apa yang ditanam di tanahtersebut,
kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan
ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-
syarat ini tidak dipenuhi, maka akadnya dinyatakan
fasid (tidak sah).”
Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan
atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan
tempo Waktufiya afdu tempatnya. Disyafatkan pula
kegunaafi penyewaank untuk mengangk_ut"' _bdrang
atau ditunggangi, apa yang" diangkut®dan siapa

~ yang menunggangi.

a menye

enyewakan*rumah adalah untuk tempat
tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh
orang lain untuk menempatinya dengan cara
meminjamkan atau  menyewakan  kembali,
diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak
merusak bangunan yang disewanya. Selain itu,
pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk
memelihara rumah tersebut, sesuai dengan

sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin,cet. 1,
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 22

bid., 30.
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kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat.”
e. Upah menyusui anak
Dalam Al-Qur’an sudah disebutkan bahwa
diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang
menyusukan anak, sebagaimana terdapat dalam
surat Al-Bagarah (2) ayat 233:

BU;.A_J) ‘MM QTV‘J TQ/E ces

(4"\33; v-wj‘&“ | /l ’S.J&" CL:.>-
G &7 5 ATy & 1,850 Copxdl,

g o A s
7 — o 27 -
(B el

X Artlnya 5. Dan, Jllga“ kamu ingin menyusukan {
* _anakmu kepada orang’ lain, maka"'
B tidak ada _d6sa baglmu
memberikan pembayaran ‘dengan
cara Bertakwalah
lepada%n ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa

yang kamu kerjakan.”

f. Perburuhan
Selain sewa- menyewa barang, sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas, maka ada pula
persewaan tenaga yang biasa disebut dengan
perburuhan.  Buruh adalah orang yang
menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk

"2Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.
" Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 37.
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dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam
suatu pekerjaan.

D. Kewajiban dan Hak dalam Akad Ujrah
1. Kewajiban dan Hak Pemberi Kerja (Musta jir)

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi
dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan
masing-masing.  Sekiranya terjadi  kerusakan atau
kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah
ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan atau tidak. Jika
tidak, maka tidak perlu dimintai penggantiannya, dan jika
ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus bisa
bertanggung jawab, apakah dengan cara mengganti atau
sanksi lainnya.

Pemberi ‘kerja harus bertanggung jawab atas
pemberian upahrkepada pekerjanya, memperlakukan pekerja
dengan baik serta  berlaku adil rdalam pemberian upah.
Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh-apabila pekerja
tidak ‘menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya_sudah

\“pekerja . terimal dai pékerja wajib /menyelesaikan
_ pekerjaannya: Pemberi kerja'ijga berhak<atas pen)'ielesaian
. “pekerjaandan hasil kerja yang sesuai-dengan kelngmannya

2. Kewajiban dafiHak Pekerja (Miajir
a. Werja
1) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau

berkelompok sesuai dengan kesepakatan dalam
akad.

2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.

3) Melaksanakan pekerjaan dengan teliti dan cermat.

4) Menjaga keselamatan yang dipercayakan terhadap
pekerjaan.

5) Mengganti kerugian barang yang rusak ataupun
hilang sesuai kesepakatan.
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b. Hak Pekerja

Hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya
pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah
berlangsung dan tidak disyaratkan  mengenai
pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.
Secara umum ketentuan Al-Qur’an yang terdapat
keterkaitannya dengan penentuan upah di jelaskan
dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16)
ayat 90:

Artinya:. Sesungguhnya Allah menyurtjh'(kamu)
berlaku .adil uat kebajikan,
\emberi bmepa%a kerabat, dan
Dia Melarang (melakukan) perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu

agar kamu dapat  mengambil
pelajaran.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT
memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan)
untuk berlaku adil, bijaksana, dan dermawan kepada
para pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil

"Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:

Diponegoro, 2010), 277.
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yang sangat besar untuk keberhasilan dari pemberi
kerja, maka wajib pemberi pekerjaan untuk bisa
mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal
ini memberi upah yang layak.”

Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus
ditentukan terlebih dahulu di awal akad kerjasama
sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang
diriwayatkan oleh An-Nasa’i:

Se ke VLT O8 s GLS 08 daas Gpdld

gjs;iéi(w VGe b G dall s
o) 5) 85al dal) Al [l jalily
(ggjb.».ﬂ\

Artinya: Dari Muhammad diceritakan kepada Hiban
diceritakan ~kepada Abdullah  dari
Hammad Bin Salman dari Yunus dari
Hasan: sesungguhnya Rasulallah
membencigmengupah (pekerja) kecuali
“sudah jelas upah baginya,’® 4

Dari_hadis di atas dapat disimpul®an bahwa:

a. Pekernj ak untuk meneri h atau pembayaran
SMM yaitumpakatan dan batas
minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah
ditekankan pada kehadiran pekerja untuk melaksanakan
pekerjaan yang telah diperjanjikan dan pada selesainya
pekerjaan.

b. Pekerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan
sesuai dengan kemampuan atau keahlian pekerja.””

™Chairumanan Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam
Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157.

™ \bnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid Jilid 11I, (Semarang: CV. Asy-Syifa’,
1990), 213.

""Riska Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik
Pengupahan Anak Buah Kapal Tanpa Ketentuan “, (Skripsi, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021), 54.
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E. Sistem Pembayaran dan Waktu Pembayaran Upah
1. Sistem Pembayaran Upah

soal

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam
upah mengupah karena dalam sistem ini akan

memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu
diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia ada
beberapa cara, diantaranya:’®

a.

Sistem Pembayaran Upah Dalam Waktu Tertentu

Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu
adalah sistem pembayaran upah menurut jangka waktu
yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya upah
yang diberikan setiap jam, setiap hari, setiap minggu,
setiap bulan.
Sistem Pembayaran Upah Borongan

Sistem pembayaran upah borongan adalah sistem
pemberian upah ~yang .didasarkan -atas perhitungan
imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu: secara
menyeluruh sesuai perjanjian kedua belah pihak.
Sistem Pembayatan Upah Potongan _

Sistem pembayarafi Upah potongan.adalah sistem
pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan fielalui

- yang-dilakukan terhadap harga barang-yang dihasilkan

oleh p rja.
Sistem Pe n Upah m

Sistem pembayaran upah pemufakatan
merupakan  sistem  pembayaran  upah  yang
pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau
pekerja yang selanjutnya akan diberikan diantara
mereka sendiri.

Sistem Upah Bagi Laba atau Partisipasi

Sistem upah bagi laba atau partisipasi merupakan
sistem pembayaran upah yang memberikan pekerja atau
buruh sebagian dari laba yang diperoleh majikan atau

A, Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, (Jakarta
Timur: Ghalia Indonesia, 1985), 84-87.
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perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya
diterima.
f.  Sistem Upah Dengan Skala Berupah
Sistem upah dengan skala berupah merupakan
sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan
harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha
yang bersangkutan.
g. Sistem Upah Indeks
Sistem upah indeks merupakan  sistem
pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks
biaya hidup rata-rata dari buruh atau pekerja yang
bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada
biaya hidup.
Sistem pelaksanaan pemberian upah juga dapat
digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:"
a. Sistem Upah.Menurut Waktu
Sistem upah< menurut waktu vaitu sistem
pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu
yang telah dlperjanjlkan sebelumnya. ’
. b.. Sistem Upati Menarut Kesatuan Hasil :
Sistemilipah menurut kesatuanshasil yaJtu sistem
pemberian upah yang hanya.-akan dibayiarkan jika
pekerja<@tau, buruh telahwmelakukan pekerjaan atau

wekerjaar’

c. Sistem Upah Borongan
Sistem upah borongan yaitu sistem pembayaran
upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas
sesuatu pekerjaan tertentu yang dibayarkan secara

menyeluru.

2. Waktu Pembayaran Upah
Upah adalah suatu imbalan yang diterima seseorang
atas pekerjaan atau usahanya dalam bentuk imbalan di dunia
dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Adil bermakna jelas

M. Manulung, Pengantar Ekonomi Perusahaan cet ke-1, (Yogyakarta:
Liberty, 1991), 123.
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dan transparan. Prinsip utama Kkeadilan terletak pada
kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad
dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja
dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan
harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh
pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tatacara
pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya
berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya
dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena
umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan
yang haram.®

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada
perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah
boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaannya selesai
dikerjakan... Namun -tentang- hal ini < upah sebaiknya
dibayarkan setelah pekerjaannya selesai dikerjakan: Hal ini
berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang

dlrlwayatkan oleh Ibau Majah

mmjmh@;umujnwwmm
u\u;g“\wsz\muh@@x\
ATy mwmmuc
S8 i OB 838 T im Yl e T iy e

(4.;1.&.0._1\0})):\.3
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o

Artinya: Al-‘Abbas ibn al-Walid al-Damasyqiy telah
memberitakan kepada kami, (katanya ) Wahb
ibn Sa’id ibn ‘Athiyyah al Salamiy telah
memberitakan kepada kami, (katanya) ‘Abdu
al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah
memberitakan kepada kami, (berita itu berasal)

8 Ahmad Ilham Solihin, Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2013), 874.
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dari ayahnya, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar dia
berkata: Rasulallah SAW. Telah berkata
“Berikan olehmu upah orang yang bekerja
sebelum keringatnya kering.®!

Hadist di atas menjelaskan bahwa bagi seorang
majikan yang telah menggunakan jasa orang lain, seperti
jenis tugas maupun pekerjaannya, tetapi yang harus
diutamakan adalah pembayaran upah atau gajinya harus
segera dibayarkan pada saat sesuai dengan yang
diperjanjikan atau yang telah disepakati.

Namun Islam adalah agama yang tidak
memberatkan. Bentuk-bentuk hukum taklifi yang berupa
tuntutan selalu berada dalam batas kemampuan seorang
mukalaf. Karenanya jika seseorang dalam kondisi yang sulit,
maka, Islam memberikan_-alternatif _hukum yang menjadi
lunak dan fleksibel, menjadi mudah. Terdapat- kaidah figih
yang menyatakan: )

Artinya 4 Kesulitad mendatangkan kémudahan.

_ Menurut bahasa al-masyaqqah yang berasti al-ra ‘ab
' 'értinya- kelelahan, kepenatan, keletihans==Kesukaran, dan
kesulit kan kata-al-taisi rti al-subuhat yang
artinya gam udah gan dan al-luyunat yang
artinya lunak, halus dan ramah.

Apabila dikaitkan dengan akad upah mengupah
tentang waktu pembayaran upahnya. Jika seorang majikan
mengalami sebuah kesulitan atau kesukaran pada saat waktu
pembayaran upah yang telah disepakati dengan
buruh/pekerja, maka masih menjadi kelonggaran bagi
majikan jika terpaksa menunda pembayaran kepada pekerja.

8 Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,
Hadist No 2537 (Digital Liblary, al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani, 2005),
398.

8Jaih Mubarok, Kaidah Figh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), 139.
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Dan penundaan pembayaran upah tersebut tidak termasuk
kezaliman yang dilakukan oleh majikan. Kaidah figih di atas
berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
surat AI-Baqarah (2) ayat 185 :

L=0 - _
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"Artunya (Beberapa hari yang ditentukan itu lalah) bulan

adhany.bulan yang di*dalamnya diturunkan
Al-Q gal petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan
yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara
kamu hadir ( di negeri tempat tinggalnya) di
bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan
itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya
itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu
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mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang
diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.®

Jika akadnya suatu pekerjaan, maka kewajiban
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.
Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung
dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada
ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib
diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat
yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’l dan Ahmad,
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika
mu’ajir menyerahkan zat benda yang disewa kepada
musta jir, ia berhak menerima bayarannya karena musta jir
sudah menerima kegunaan.®
Dalam menjelaskan hadist di atas, Syaikh Yusuf
Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya
berhak atas-upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya
dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena
umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka keeuali
L Syarat ‘yang m'engharamkan yang halal atau  yang
 menghalalkan Aang haram. "Namun, jika ia membolos
Mbekerja “=tanpa alasan yang _behar _atall” sengaja

menunaikannyardengan tidakssemestinya, maka sepatutnya

hal itwkan atasw upahnya) karena
setiap hak dibarengi’ dengan kewajiban. Selama ini ia
mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga
harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail
dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak
dan kewajiban kedua belah pihak.®

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat
upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya

8 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 28.

84Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet 9, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2014), 121.

\/eithzal Rivai, Islamic Human capital Dari Teori ke Praktik Manajemen
Sumber Daya Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 804.
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F. Prinsip dalam Upah Mengupah

mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang
sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu,
maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.®®
Menurut Abu Hanifah, upah atas hasil pekerjaan wajib
diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat
yang diterimanya. Menurut Syafi’l dan Ahmad,
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.?’

Dalam hal pembayaran upah, buruh dapat
melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara dan
tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu
perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP. 102/MEN/V1/2004
jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat
dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan
sekali, kecuali bila perjanjian-kerja untuk waktu tertentu,
maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal
17 KEP. 102/MEN/V1/2004 dengan pengertian bahwa upah
harus dibayar sesuaj, dengan pekerjaannya dan ataupsestai

,dengan jumlah hari/atatiyaktd dia bekerja.

Dalam h lam»juga mene eberapa prinsip-
prinsip yang berpe kepada Saan perjanjian upah
mengupah kepada pihak yang terlibat, diantaranya sebagai
berikut:

1. Prinsip Ibahah

Ibahah adalah prinsip umum hukum Islam dalam
bidang muamalat secara umum. Prinsip ini dirumuskan
bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan
sampai ada dalil yang melarangnya”. Dalam hukum Islam,
untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku prinsip bahwa
bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang

®sayyid Sabig, Figh Sunah Jilid 13, cet ke-1, (Bandung: PT Al-Ma’arif,

1987), 18.

¥Ibid., 210.



53

disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah. Apabila dikaitkan
dengan tindakan hukum yaitu khususnya perjanjian, maka
perjanjian apapun dapat dibuat selagi tidak ada larangan
khusus mengenai perjanjian yang terkait.®®
2. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad
jenis apa dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad
yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh
tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang
batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah
ajaran agama.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran
QS. An-Nissa (4) ayat 29:

'-/'ENITOQ L& - et %C’}f&‘}f
z /’,‘
(2 e3¢5

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jenganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suaka
diantara kamu. Dan janganlah kamu

8syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad
dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 68.
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membunuh  dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.®

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa yang dimaksud
dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil
artinya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak
dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Islam baik yang
dilarang secara langsung didalam nash maupun berdasarkan
ijtihad atas nash. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa orang yang berakad harus sesuai hukum Islam dan
akad-akad itu wajib dipenuhi.*®

3. Prinsip Perjanjian Itu Mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam
melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-
saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat pera pihak
untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan hak masing-
masing.  Dalam Al-Qur’an terdapat banyak perintah agar
memenuhi janji. Dalam kaidah ushul figh perintah itu pada
asasnya menunjukkan wajib. Ini berarti/janji itu mengikat

" dan wajib untuk dipenihi & Bérdasarkan firman Allah SWT

“dalam AlQur’an QS. Al-Israa” (17) ayat 34 V' 4
e AP JUIEL 5,85 N5
L
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8 Departemen Agama RIl, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 83.

0 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad
dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 84.

*bid., 89.
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Artinya: ....Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji
itunpasti diminta
pertanggungjawabannya.”

4. Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan
antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum
perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan,
baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan
diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentuakan
hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu
kedzaliman yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.”

5. Prinsip Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Prinsip ini  bertujuan  untuk  mewujudkan
kemaslahatan bagi mereka dan tidak ‘boleh memberatkan
(masysqgah): atau menimbulkan rkerugian (mudharat) di
antara para pihak yang melakukan perjanjian:

6.. Prinsip Amanah .

Bahwa masing-masin@hpihak haruslah beritikad baik

 termasuk kejujuranidalam bertransaksi dengan pihak lainnya
Wdan tidak.dibenarkan salah satu_pihak men@eksploitasi
ketidaktahuan mitranya. Jika-kejujuran ini tidak diterapkan

dalaWaka akarmalitas perjanjian itu
sendiri. Selain itu; apabila tidak adanya kejujuran maka akan

menimbulkan kecurigaan diantara kedua belah pihak.*
Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang
disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan
oleh amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah
usaha. prinsip ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-
Qur’an QS. An-Nissa (4) ayat 58:

®Departemen Agama R, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 285.

%8sayyid Sabig, Figh Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 33.

%Gemala Dewi, Wirdiyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan
Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.
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Artinya:  Sesungguhnya Allah  menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu.menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya  Allah_.~memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya

\ kepadamu Sesungguhnya Allah, adalah

* Maha mendengar lagi'Maha melihat. &

N y

e s = &

7. Prlnsrp ‘Shiddigah.(Kejujuran) —

Pri ran. yaitu p ang melakukan
kontrak Mb bemmdak ada unsur
penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang melakukan
akad/perjanjian.*® Sesuai dengan firman Allah SWT dalam
Al-Qur’an QS. Al-Ahzab (33) ayat 70 :

25

oo s V3 1ol g3y T 1,257 1,000 el C

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 87.

%Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 28.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dan katakanlah
perkataan yang benar. ¥’

8. Asas Kitabah (Tertulis)

Asas kitabah yaitu suatu akad atau perikatan
hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan,
dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab
individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi
saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat
dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya
tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat
bukti atas terjadinya perikatan tersebut.®® Asas ini sesuai
dengn firman Allah SWT dalam Al-Qur’an QS. Al-
Bagarah (2) ayat 282:

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila
kamu melakukan utang-piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah

“Departemen Agama R, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 427.

®Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 26.



58

seorang  penulis  diantara  kamu

menuliskannya dengan benar.”

9. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan
oleh semua hukum.*® Adil merupakan salah satu sifat Allah
SWT vyang sering Kkali disebutkan dalam Al-Qur’an.
Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada
manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil
menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Pengupahan
harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan
kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa
merugikan kepentingan pihak manapun. Allah SWT

berfirman dalam Al-Qur’an QS. Al-Maidah (5) ayat 8:

ng.a..,U uj_e\ I)J.x_cTIJJ},Cu

e, >0t 4 R AR

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, hendaklah
kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena  Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak

* Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 48.

1005yamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad
dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 92.



59

adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat
dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.'™

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan
muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang
bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan
oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman.
Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain
adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil,
penangguhan pembayaran bagi yang mampu, dan masih
banyak lagi perbuatan zalim lainnya.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat
Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar
manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan.
Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup, sehingga ia
dapat membayar makanan, -pakaian, idan perumahan
untuknya dan juga keluarganya.'® ;

e _Batal dan,Berakhirnya‘Akad Uirﬁah
T Batalnya-Akad Upah
a. Batalnya Akad dengan Fasakh

~imaksudfadanya pemutusan
(fasakh) kontrak disini ‘adalah “melepaskan perikatan

kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan
hukum secara total seakan-akan kontrak tidak pernah
terjadi”. Dengan fasakh, para pihak yang berkontrak
kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi.
Demikian juga objek kontrak.

Fasakh adakalanya wajib dan ada kalanya jaiz
(boleh). Fasakh wajib dilakukan dalam rangka

Ypepartemen Agama Rl, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung:
Diponegoro, 2010), 108.

2\yhammad  Syarif Claudy, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 199.
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menghormati  ketentuan syariah, misalnya fasakh
terhadap kontrak yang fasid. Dalam hal ini fasakh
dilakukan guna menghilangkan penyebab fasid-nya
kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah,
melindungi  kepentingan umum maupun khusus,
menghilangkan gharar, bahaya, kerugian, dan
menghindarkan  perselisihan  akibat  pelanggaran
terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah.
Sedangkan fasakh yang jaiz adalah fasakh yang
dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang
berkontrak, misalnya fasakh disebabkan adanya khiyar
dan fasakh yang didasarkan atas kerelaan dan
kesepakatan seperti igalah.'*
1) Akad yang Tidak Lazim
Yang dimaksud tidak lazim (jaiz) adalah
akad yang memungkinkan pihak-pihak berakad
yang membatalkan akad walaupun. tanpa
persetujuan pihak akad yang lain, akad tidak terikat
hak orang lain. Tetapl jika ini merugikan pihak lain
(mitra akad) 'dan melanggar kesepakatan maka
tidak boleh difasakh.™® £
: Kebalikan dari akad jaiz adalah=akad IaZ|m
yai d yang tidak me nkan pihak-pihak
%kan aka%an akad. Akad
tidak lazim itu adakalanya bagi kedua pihak akad
dan adakalanya bagi salah satu pihak akad. Pihak
yang punya kewajiban menjadi lazim dan tidak
wajib melaksanakan akad dan tidak boleh mundur.
Jadi dengan akad tidak lazim, maka terbuka bagi
pihak akad untuk membatalkan akad. Jika memilih
fasakh, maka akadnya berakhir.

1030ni Sahroni, M. hasanuddin, Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan

Implementasinya dalam Ekonomi Syariah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2016), 186.
1%41hid., 187.
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Khiyar

Akad-akad seperti jual beli dan upah
mengupah bisa di fasakh dengan hak khiyaryang
dimiliki pihak akad, baik khiyar ini timbul karena
ijab kabul atau timbul karena adanya syarat atau
kesepakatan pihak akad. Bagi pihak yang memiliki
hak khiyar baik khiyar syarat, khiyar aib, khiyar
ru’yah maupun lainnya itu bisa memilih antara
melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika
pilihannya membetalkan akad, maka akadnya
fasakh.

Fasakh tersebut boleh dilakukan tanpa
memerlukan persetujuan pihak lain, kecuali dengan
khiyar ‘aib (khiyar yang disebabkan terdapat
kerusakan pada objek kontrak) setelah objek
kontrak.. diterima. Menurut “.ulama Hanafiyah,
fasakh hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan
pihak lain atau atas keputusan hakim:

Igalah .
lgélah padaldh, kesepakatan bersama antara
kedua‘belah pihaklyang berakadyang memuttskan
akad yang telah disepakati-“Biasanyaf@kad lazim

- yang tidak ada khiyarnya menjadi fasakh (batal)

Ndanya k’kedua belah pihak
karena “akad 1tu "timbul atas keinginan dan

4)

keridhoan kedua belah pihak, maka akad itu tidak
bisa berakhir kecuali dengan ridho mereka. Jadi
dengan kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka
akadnya berakhir.

‘Uyub Ridha (cacat ridha)

Akad bisa juga di fasakh jika salah satu
pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi tadlis
ghoban, galath. Maka pihak yang dirugikan itu
memiliki hak untuk memfasakh akad atau
melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah fasakh,
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maka akad yang telah disepakati itu berakhir. Pada
praktiknya, fasakh yang dilakukan karena cacat
ridha itu harus dengan kesepakatan dalam akad.
5) Syarat dan sebab Fasakh
Sebuah akad dapat dilakukan fasakh apabila
telah terpenuhi syarat-syarat berikut:'*

a) Akad yang akan di fasakh harus mengikat
kedua belah pihak, yaitu akad yang berbentuk
pertukaran (mu’awadah).

b) Pihak yang berakad melanggar atau tidak
dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam
akad. Jika salah satu pihak melanggar syarat
atau tidak memenuhi kewajiban yang harus
dilakukan berdasarkan kontrak, seperti barang
yang disewakan mengalami kerusakan dan
pembeli-tidak mampu membayar harga barang
yang dibeli, pthak yang lain boleh. /meminta
agar fasakh, diputuskan. )

¢) Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan.
Jika galah) satugfiihak tidak dengah caCat yang
terdapat pada objek kontrak.atau kereldannya

_Uuntuk melakukan akad-tidak -terfeRtihi secara

imal, mislnya di an terjadi ghalath
%an), ik aksaan) dan tadlis
(penipuan), ia memiliki hak untuk meminta
agar kontrak di fasakh baik atas dasar
kerelaan pihak yang lain maupun melalui
putusan hakim.
b. Batalnya Akad dengan Infasakh
Infasakh  yakni putus dengan sendirinya
(dinyatakan putus, putus demi hukum) sebuah kontrak
dinyatakan  putus apabila isi  kontrak tidak
memungkinkan dapat dilaksanakan (istihalah al-
tanfidz) disebabkan afad samawiyah (force mejaure).
1) Selesai Masa Kontrak

105\ ardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 74.
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Akad berakhir dengan berakhirnya masa
kontrak. jika akad tersebut ditentukan waktunya
seperti akad ijarah atau dengan tercapainya tujuan
akad tersebut seperti utang dalam akad wakalah.
Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau
tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan
sendirinya berakhir.

2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin
lagi dilanjutkan, seperti objek(tujuan) jual beli
rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada
pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi
dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya
berakhir.*®

3) Pelaku Akad Meninggal

Akad berakhir-dengan meninggalnya pelaku
akad. Jika meninggal salah satu atau pihak-pihak
yang-berakad, maka akad itu dengan sendmnya
berakhir. ’

4)" Akad yang,Fasidf

Akad yang fasid“itu bisa di fasakh oleh

kedua belah pihak yang akad“atau olehfpengadilan
" untuk'menghindari fasidhdalam akad.

wara uwthafa Az-Zarga

menjelaskan” bahwa™kaidah yang berlaku dalam
fasakh yakni:

1) Jika infasakh dan aset masih ada, maka
diberlakukan ketentuan seperti sebelum terjadi
akad.

2) Jika terjadi infasakh dan aset tidak ada, maka
diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan
akadnya.

Pemutusan kontrak menimbulkan akibat hukum
sebagai berikut:

19 pid., 89.
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1) Kontrak menjadi berakhir. Sebelum fasakh terjadi,
kontrak dan semua akibat hukumnya berlaku
sebagaimana mestinya.

2) Fasakh menimbulkan akibat hukum yang berlaku
surut dan yang berlaku kedepan. Yang pertama
terjadi dalam fasakh terhadap kontrak yang bersifat
fauriyah, yakni kontrak pertukaran dimana objek
kontrak yang dipertukarkan sudah diserah
terimakan pada saat kontrak terjadi, misalnya
kontrak jual beli.

3) Sedangkan akibat hukum yang kedua, yakni yang
berlaku ke depan, terjadi dalam fasakh terhadap
kontrak yang bersifat mustamirrah, yakni kontrak
dimana objek kontrak tidak diterima pada saat
kontrak atau pelaksanaan kewajiban kontraknya
memerlukan waktu, seperti kontrak sewa menyewa
(ijarah) dan kerjasama (syirkah).'*"

Pada dasarnya ujrah merupakan perjanjian yang mana
masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjiansini

, tidak diperbolehkarl adanya fdsakh (pembatalan) pada salah
- :satu pihak, karena ujrah merupakan akadspertukaran atau

timbalbalik, kecuali bila didapati hal-hal yang=mewajibkan
fasakh.'® Perjanjian ‘timbal balik ibuat secara sah
tidak da% secara%ainkan dengan
pembatalan oleh kedua belah pihak.'%®

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan
upah bagi ajir bila barang yang ditangannya rusak. Menurut
ulama Syafi’iyah, jika ajir bekerja di tempat penyewa, maka
tetap akan mendapatkan upah. Sebaliknya jika barang berada
ditangannya, maka ia tidak akan mendapatlkan upah.'°

Ibid., 90-92.
1%Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep,

Regulasi, dan Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 75.

109Gohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bodor: Ghalia

Indah, 2011), 170

1O1hid., 183.
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Ulama Hanafiyah juga hampir sama dengan pendapat di
atas, akan tetapi diuraikan lagi sebagai berikut:
a. Jika benda berada ditangan ajir

1) Jika ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak
mendapatkan upah dari hasil bekas pekerjaan
tersebut.

2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak
mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir
atau selesai.

b. Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka
berhak mendapat upah setelah selesai bekerja atau
pekerjaannya.™*

2. Berakhirnya Akad Upah
Para ulama figih menyatakan bahwa akad al-ijarah
telah berakhir apabila:

a. Objek yang disewakan hilang atau musnah, seperti
rumah yang terbakar dan lainnya.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad_telah
berakhir. Apabilagobjeky yang -disewakan Atu” rumanh,
maka dikembalikan 'kepada-pemilikflya, dapf@pabila
objek.yang disewakan itu adalah“jasa sesedrang, maka
dia berhak'menerima upahnya..Kedua hal ini disepakati

awama figih..
c. Menurut ulama "Hanafiyah, wafatnya salah seorang

yang berakad maka akadnya akan berakhir. Karena
akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan.
Sedangkan menurut jumhur ulama akad al-ijarah tidak
batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad
karena manfaat. Menurut mereka boleh diwariskan dan
al-ijarah sama dengan jual beli, mengikat kedua belah
pihak yang berakad. Apabila ada unsur dari salah satu

M Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep,
Regulasi, dan Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 92.

M2\, Ali Hasan, Figh Muamalat, Berbagai Macam transaksi dalam Islam,
(PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 85.
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pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara

karena terkait hutang yang banyak, maka akad al-ijarah

batal. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang
boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila
objeknya mengandung cacat atau manfaat dalam akad
itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.**®

d. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya akad al-ijarah
dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan, pada
saat berada di tangan pihak penyewa.

2) Rusaknya objek benda yang di sewakan, seperti
rumah atau kendaraan tertentu.

3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang
dilupakan seperti kain yang rusak ketika
dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan
jahitan tersebut setelah kainnya rusak

4) ' Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau
sudah selesai pekerjaannya kecuali jika terdapat

uzur yang ienceﬁah fiakh.114 J

Bbid., 88.
Mgayyid Sabig, Figih Sunnah, (Bandung: PT. Alma’Arif, 1987), 34.
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